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Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwalkilan Provinsi Bali

JadiTemuan BPK, Tunjangan Transportas f

dan Perumahan DPRD Tabanan Berkurar

—HSRaE T R NS e s St

TABANAN, NusaBali :

- Tunjangan transportasi dan pe-
rumahan DPRD Tabanan tahun 2019
berkurang, karena ada temuan BPK
dalam LHP (Laporan Hasil Pemerik-
saan) mengenai besaran tunjangan
perumahan dan transportasi tahun
2018. Meskipun demikian seluruh
anggota DPRD tidak ada protes lanta-
ran kekurangannya kisaran Rp 2 juta
hingga Rp 5 juta. : ;

‘Hal ini terungkap saat rapat pe-
nyampaian hasil kajian tunjangan
perumahan dan transportasi yang
digelar di Ruang Rapat Lantai Il DPRD.
Tabanan, Kamis (3/1). Hadir tim ap-
praisal yakni KJPP (Konsultan Jasa
Penilai Publik) Tjandra Kasih selaku

- tim independen yang mengkaji kem-
bali besaran tunjangan perumahan dan
transportasi. Rapat tersebut dipimpin

& NIISARAI I/NDFSAK

RAPAT evaluasi bahas tunjangan transportasi dan perumahan DPRD Tabanan, Kamis (4/1).

Ketua DPRD Tabanan I Ketut ‘Boping”
Suryadi dan dihadiri oleh anggota
DPRD yang jumlahnya tidak lengkap.
Adapun pengurangan besar tun-
jangan perumahan dan transportasi
setelah dievaluasi, adalah untuk Ketua
DPRD besar tunjangan perumahan Rp
36 juta, yang sebelumnya Rp 38 juta
(berkurang Rp 2 juta). Wakil Ketua
DPRD besar tunjangan perumahan Rp
29 juta yang sebelumnya Rp 34 juta
(berkurang Rp 5 juta). Dan anggota
DPRD besar tunjangan perumahan Rp
25 juta per bulan dari sebelumnya Rp
‘29 juta (berkurang Rp 4 juta).
Sedangkan untuk besar tunjangan
transportasi setelah dievaluasi untuk

mencari sampling tanah-tanah y..
ada di Tabanan, yang kami asumsikan
membeli tanah kemudian dibangun dan
mengkapitalisasinya,” tuturnya.
Terkait hal itu, Ketua DPRD Tabanan
I Ketut ‘Boping’ Suryadi, menegaskan
jika temuan BPK yang dimaksud adalah
karena selama ini tunjangan peruma-
han dan transportasi dewan mengambil
pembanding di luar Tabanan, padahal
seharusnya di dalam daerah itu sendiri
yakni Kabupaten Tabanan. “Ya tinggal
dicari standarisasi di dalam daerah,
dan sekarang sudah dikaji tim ap-
praisal ketemu segitu, ya sudah anggota

ketua DPRD Rp 15 juta per bulan yang
sebelumnya Rp 17 juta (berkurang Rp 2
juta). Untuk wakil ketua DPRD Rp 13 juta
per bulan yang sebelumnya didapat Rp
16 juta (berkurang Rp 3 juta) dan untuk
anggota Rp 12 juta per bulan yang sebe-

lumnya didapat Rp 15 juta (berkurang

a dasar perhitunga
{ewenangan. Yang '

R S Lo odmi B

)

.ansend

v digunaatam*i adalah harga di Canggu,

Kabup
“Seh

en Badung.
ngga selain sampling, metode
dan analisa juga berubah. Kalau sebe-
lumnyal dilihat sewa pasar di Canggu,
sekarang kita gunakan yang di Ta-
banan,” tegasnya. :
Ditambahkan, pihaknya saat rapat
tahun l?u telah menggaris bawahi bah-

wa tempat tunjangan perumahan ada di
luar kabupaten. Dan disepakati karena
diperkirakan dari segi jarak sehingga di
adopsi di Canggu, sedangkan di Taban-
ri tidak ada penyewaan rumah
murah sehingga metode yang dulu
metode pasar diganti menjadi metode
cost dan pendapatan. “Jadi saat ini kami

Dlmmbahk;p memilth tunjangan pe-

rumahan di Canggu pihaknya tidak men-
getahui akan aturan tersebut, dan hanya
menggunakan jarak tempuh sebagai
acuan. Dan kebetulan konsultan saat itu
pun menyetujui jika pembanding dipilih
daerah Canggu yang tidak terlalu jauh

dari Tabanan. “Kami waktu itu belum

tahu aturan, tetapi berkurangnya tak ma-
salah tidak ada pengaruh kinerja dewan
dan semua mJah setuju meskipun ada
beberapa anggota tidak hadir karena ada
terjun ke masyarakat,” jelasnya.
Dengan hasil evaluasi itu, tunjangan
yang sudah dijelaskan akan berlaku
mulai Januari 2019. “Jumlah tunjangan
itu APBD mampu membiayai karena

menerima, kan kita harus taat asas,”

katanya berada di tengah-tengah sehingga

i secepatnya akan dibuatkan Perbup,” te-
- gas politisi asal Bajera, tersebut. & de
| A %
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Terdakwa | Wayan Sumadi, 58 saat menjalani sidang
putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (3/1). |

DENPASAR, NusaBali
Majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar met-

jatuhkan pidana penjara selama satu tahun kepada
I Wayan Sumadi, 58 yang menjadi terdakwa dala
kasus korupsi persertifikatan lahan Tanah Huta
Rakyat (Tahura) dilingkungan Peraduran, Jimbara
Kuta Selatan, Badung, 3

~ Sidang putusan ini digelar Kamis (3/1) ata
hanya berselang sehari setelah sidang tuntutan
yang digelar Rabu (2/1). Sidang kilat ini digela
mengingat masa penahanan terdakwa Sumadj
yang akan habis. Dalam putusannya, majelis haki
pimpinan Engeliky Handajani Day menyatakan
perbuatan terdakwa Sumadi telah melakukan ko
rupsi secara bersama-sama dengan I Wayan Ruba
(ayah kandungnya/ berkas terpisah) dan almarhu
I Gede Putu Wibawajaya dengan memberi hadia

_ atau janji kepada pegawai negeri.

Perbuatan terdakwa ini diatur dan dianca
dalam Pasal 13 UU No.31/1999 tentang pember
antasan tindak pidana korupsi sebagaimana telal
diubah dalam UU No.20/2001 tentang perubahan
atas UU No.31/1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55
ayat (1) ke-1 KUHP. “Menjatuhkan pidana terhadap

- terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun,|

Penyerobot
- Lahan Taht
Divonis Ringan

Fay

% Dituntut 1,5 Tahun,
pis 1 Tahun

~Selalin itu, terdakwa Sumadi juga diwajibkan
membayar denda Rp 50 juta atau bisa diganti
dengarl pidana kurungan selama 4 bulan. Atas pu-
tusan tersebut, terdakwa Sumadi yang didampingi
kuasa hukumnya, I Gusti Agung Ngurah Agung
menyatakan menerima putusan tersebut. Hal yang
sama dinyatakan JPU Kejati Bati, Wayan Suardi.
“Kami menerima,” tegas Suardi yang dalam tuntutan
sebelulimya menuntut terdakwa dengan hukuman
1,5 tahun. !
Dalam perkara ini terdakwa Sumadi merupakan
orang yang melakukan atau menyuruh melakukan
proses sertifikasi IahanITa}Pura seluas 847 meter
persegidi Banjar Perarudan, Jimbaran, Kuta Selatan, -
Badung Baik secara sendiri, maupun bersama-sama
dengan Wayan Rubah (terdakwa dalam berkas dan
tan terpisah), I Gede Putu Wibawajaya
um) dan Drs. Nyoman Artana selaku Kasi
ran dan Penataan Pertanahan Kantor Per-
Kabupaten Badung ' :
atan tersebut dilakukan sekitar 16 Juni
mpai tahun 2016. Modus yang dilakukan
a adalah ingin memiliki sebagian dari la-
ra dengan menggunakan jasa pengurusan
Imarhum Gede|Wibawajaya. “Terdakwa
kaya diri sendiri, orang lain, atau suatu
korporasi yang dapat'merug"i.kan keuangan negara |
atau perekonomian negara melalui hasil penjualan
tanah Tahura seharga Rp 4.860.000.000 baik dari
pembeli pertama Nengah Yarta maupun pembeli
kedua Wayan Luntra,” ujar ]PU saat membacakan
dakWaa‘t'Enya kala itu. & rez
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Kejaksaan Bidik Proyek Molor

KASI Intel Kejari Buleler gMN EkF

Kamls (3/ 1) siang.

vegetasi plante

Bak taman yang

~ semestinya diisi
dengan pupuk
dan tanah humus,
“justru diisi batu,
plastik dan
potongan kayu
kemudlan ditutup
dengan timbunan
tanah.

' SINGARAJA, NusaBali

Kejaksaan Negeri (’Ke]'ari']
Buleleng menemukan penyim-
pangan spek dalam pembangu-
nan ruang terbuka hijau (RTH)
di Rumah Jabatan Bupati, Jalan
Ngurah Rai Singaraja. Planter box
(bak taman,red) yang semestinya
diisi dengan pupuk dan tanah
humus, justru diisi batu, plastik

‘dan potongan kayu kemudian
ditutup dengan timbunan tanah.

Penyimpangan itu ditemu-
kan saat kejaksaan selaku Tim

Pengawal Pengaman Pemban-

gunan Pemerintah Daerah
(TP4D) Kabupaten Buleleng,

- memastikan pek@riaan'proyek

RTH di rumah jabatan Bupati,
“Tadi sudah

ke proses hukum. “}
- han proyekinida tmgelesalkan
_ tepat waktu. Ta

ah agar dlgall
dan dibersihkan lagi. Kalau
memang nanti ada
negara, bisa kita proses hukum.
Semua proyekpe nerintah kami
wasi,” kata Kasi Intel Kejari
uleleng, Nur ka Firdaus,
selaku K Kabupaten

Rumah ]a

Proye
Bupati, 1ketah
molor dari kontr !. kerja Se-
mestinya, proyek deng nllal
kontrak sebesar Rp 1,
iar, rampung pada tangga
November 2018 lalu. Pihak re-
kanan mB&

' -kaJ-‘xrdaus,
erse utmemadr
catatan bagi TP4 untuk kajian.
Jika nanti ada penyimpangan
yang dapat merugikan negara,
kasus tersebut i

minta agar proye_ ini dapat dik-

. yang ditemui dilokasi |

| R I
disebabkan oleh pengerjaa
plesteran di dalam planter box.
Padahal kata Yasa, dala konj
trak erja peker]aan fes era

i

I
tidak ada. “Semestmya eke‘f
jaan kami sudah 70 ersen

per

s RieR

rovinsi Bali

_RTH Rumah ]abatan Terindikasi Ada Penyimpangan
5. | R v

Arya Dewata Utama, Ketut Yasa

rkilah
keterlambatan peng rjaan
UL LIFLCE Celuatadingd 3 ]

lebih. Kemudian karena ada
intaan dari Bupati, agar

e

lanter box dip‘es T, maka

egetasi tanaman |

mi bong- .

ar lagi, ini yang menyebabkan

pekerjaan terlambat, akunya :

AN

Vsnang ,al

! selpru

&
<
i B

¢ Ya \,‘dga berkilah so.:
‘penyimpangan spek
tinya diisi tanah gem-
an kompos, ternyata diisi

astik, kertas semen dan
- Yasa menyeb_ut,

n yang tercecer.
 di bawah, saya
tanaman
) ujarnya.

aan 'nggal 10 hari, Ke-
S: kan, pihaknya
ah mandor dan

' mellpun pemasan-v

.s' penempelan batu
an penanaman pohon.
an le@aikanpekenaan

pekerjaani
ganba

ema Bupatl Buleleng
: radnyana dikonﬁr—

plesteran pada vegetasi planter
box, menyatakan tidak pernah

an, kenapa peker]aan
batan beram ada

Sa
% ker]a Itu saja tidak ada
ain,” katanya @k19
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Proyek Kabel Tegangan Tinggi di Kuta Selatan

Pemasangan Dikebut

Saat ini progres

pengerjaan sudah

memasuki 27 persen
MANGUPURA, NusaBali

Proyek pemasangan Saluran
Kabel Tegangan Tinggi (SKTT)

milik PLN Unit Induk Pem-

bangunan Jawa Bagian Timur
dan Bali (UIP JBTB) I banyak
dikeluhkan oleh masyarakat

khususnya di wilayah Kuta

Selatan, Badung. Pasalnya,
proyek tersebut memakan
badan jalan yang menyebab-
kan penyempitan ruas jalur.
Walhasil, proyek tersebut
kerap memicu kemacetan dan
meninggalkan kubangan air.
Nabh, atas berbagai keluhan
itu, pihak PLN mengaku akan
mempercepat proses pengga-

gimendapat banyak keluhan
syarakat itu, petugas bagian
k JBTB I, Aditya mengakui

g pekerjaan sedikit men-

gaki atkan kemacetan. Namun

in dari proyek tersebut
kehandalan sistem ke-
an Bali khususnya juga di
wilayah selatan. Menurut Aditya,
dl bawah tanah dipasang
awasan Pecatu, Ungasan,
h, hingga Nusa Dua itu
dan melakukan penggalian
gian jalan untuk menanam
ol dengan tegangan tinggi.
ydsnya, kerap terjadi kemac-
 dan juga adanya kubangan
air dj beberapa lokasi.

Uhtuk mengantisipasi hal
, pihak pelaksana proyek
ah melakukan pengatu-

, larget Bampung Aprll

tem buka tutupltentu sedikit
membantu memperlancar arus
lakulintas. Kami menyampai-
kan permohonan maafkepada
masyarakat, proyek ini tentu
untuk memperkuat keandalan
listrik di Bali dan Kuta Selatan
pada khususnya,” ungkapnya,
Jumat (4/1) siang.
Dirincikanny.
buatan jalur kabel ini, kata Adi-
tya, pengerjaan; memangdike—
but. Saat ini progres pengerjaan
sudah memasuki 27 persen.
Diharapkan seluruhnya bisa
selesai pada bulan Maret atau
April 2019. Sementara, untuk
mengaritisipasi genangan saat
musim hujan, pihak pelaksana

buangan.

, untuk pem-.

mentara untuk pembangunan
gardu yang di Pecatu sedang
dikerjakan dan diharapkan
selesai berbarengan. Dengan
adanya penambahan gardu di

Pecatu, tentu akan ada tam-

bahan daya sebesar 120 MW.
Begitu juga untuk di gardu Nusa
Dua dan di bandara masing-
masing ada tambahan 120 MW.

“Kalau untuk saat ini pekerjaan-

nyamemang dikebut. Tentunya,
diharapkan akan segera selesai
~dalam waktu dekat, kalau bukan
April nanti pertengahan tahun
ini,” imbuhnya.

Untuk diketahui, bahwa ka-
wasan Badung Selatan seperti
Pecatu hingga Nusa Dua, saat
ini terus terjadi peningkatan
terhadap kebutuhan listrik.
Sementara, untuk gardu in-
“duk saat ini hanya dilayani
‘dari Nusa Dua saja, sehingga
dengan kebutuhan yang terus

suplal yang ]auh tentu ter)adl

lian dan rencananya rampung
pada April 2019 mendatang.
leonﬁrmaSI terkait proyek

ment. “Meski jalur terse-
terjadi kenacetan, namun

dengan diberlakukannya sis-

di ruas Jalan Darmawangs

Proyek pengeboran untuk P

Pen e,ri n lntuk keselu-

) &3

kelebihan persentase pe,i

banan (overblas).

Untuk meningkatka

handalan sistem kelist

di Bali Selatan, PLN UIP
I mulai melakukan pe

~ gan Saluran Kabel Tega
Tinggi (SKTT) 150 kV.

- yang dipasang dari kaw:

‘meningkat serta dengan jarak

Pecatu hingga Nusa D

-miliki panjang sekit

L

an-  Dua yaitu sepanjang 22 ]
gan Nantinya akan dimanfaatk:
bel untuk men uplay kelistri
san  didaerah Petatu-Nusa Du

ime- Bandara,” L A
12 Selain i

:mbe- Km. Sedangkan dari banda

{| 1 ke Pecatu total panjangnya
ke- adalah 10 km. “Untuk total

rikan pekerjaan SKTT 150kV dari

. “har: an di band

1 proyek ini unt

t_ mpung pada

jug! akan-dibangun gardu
indoor di dekat kawasan Bali

- Pecatu Graha (BPG) dengan

“menerapkan sistem Gas Insu-
lated Switchgear (GIS) atau
f gar?u induk yang mengguna-
katllisolam Gas.

SOT—

iharapkan, dengan tam-

~ bahan yang ada di Pecatu dan
~ | Bandara, untuk sup

inya bisa
- saling mendukung antara gar-
du di Bandara, Nusa dua dan
Pecatu. Hal ini untuk menjaga
- kehandalan sistem kelistrikan
' di Badung Selatan. Dengan
perumpamaan apabila ada
nIl eliharaan di Nusa Dua,
untuk pasokan listrik akan
didukung sulpay dari Pecatu
‘maupun bandara. Begitu juga
sebaliknya, bila adz

i

plai dari Peca
"begitu seteru

sistem kehstrlkhn\ d’i Badung

: Sel tutupnya & dar

{ Edisi

Hal iz
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DENPASAR, NusaBali |
" Dit Polair Polda
ali akhirnya meng-

ungli (pungutan
liar) dengan tersang-
ka Bendesa Jungut
Batu, Nusa Penida,

- Gunaksa, 50. Dengan
- penghentian kasus
ini, secara otomatis
gelar tersangka yan%i
- - disandang Bendesa
; : ©POKNUSABAL Jungut Batu, 1 Ketut
| Ketut Gupaksa . Gupaksa selama .tigq ;
~ bulan lebih langsung gugur. ,
Penghentian kasus ini sendiri berdasarkan Surat
Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diter-

bitkan penyidik Dit Polair Polda Bali nomor B/ llbl :
XII/RES1.19/2018 Dit Polair tertanggal 14 Desem-

ber 2018 yang ditandangani oleh Dir Polair Polda
Bali, Kombes Hadi Purnomo. Dalam surat tersebut
dinyatakan terhitung {m;ulaj 14 Desember 20 1{},,
penyidikan terhadap perkara menyuruh _mqlakuf—,
kan, atau turut melakukan pemerasan yang diduga

dilakukan Ketut Gunaksa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1e
dihentikan karena tidak cukup bukti.

- Dalam lampiran Surat Ketetapan tentang pengh-
entian penyidikan juga dijelaskan jika ber(.iasarqu
hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan ahli

~ terhadap pasal yang disangkakan tersangka I Ketut

~ Gunaksa yang merupakan Caleg DPRD Klungkung

dari Partai Gerindra ini tidak cukup bukti atau bu- -
kan peristiwa tindak pidana. Dalam surat ketetapan -

penyidikan kepada Kejati Bali. “Dalam hal tersang

ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan diker
balikan kepada orang atau mereka dari siapa beana:
itu disita atau kepada merga yang paling berha

tersebutjuga memben‘tahukan_terkait_penghe,ntig

 tutup surat ketetapan yang ditandangani oleh ‘ ir
Pola‘if"f‘b}da’Bal,i, Kombes Hadi Purnomo.

—
JungutBataGugur |

entikan perkara

glungkung, I Ketut

-

——

Sub Bagian Humas dan Tatx Usaha BAIK R Perwaljlan i oviast Bali

!

- Terkait penghentian penyidikan perkara pungli
dengan tersangk: Bendesa Jungut Batu, I Ketut Gu-
‘naksa, belum add keterangan resmi dari Polda Bali. -
Kabid Humas Polda Bali, Kombes Hengky ! '
yang dikonfirm )
Sama dengan Di

L)

1si belum memberikan jawaban.
Polair Polda Bali, Kombes Hadi
Purnomo yang belum memberikan jaw N
Sementara itu, kuasa hukum tersar
Hadiyana yang dikonfirmasi, Rab (2/
rkan sudah menerima SP3 atas status ters
Bendesa Jungut Batu, I Ketut Gunaksa sejak 23
Desember lalu. Hadiyana mengatakan sudah yakin
sejak awal kliennya tidak bersalah s kali.
Menurutnya, pungutan yan‘% d%

tersebut sudah
ranya mengacu 1
nomor 2 Tahun 2018 yang tertuang dalam bab (7)
dan bab (8) tentang pengelolaan pendapatan asli
desa. Dimana, seluruh hasil pengelolaan D '
lola oleh petugas pungutan berdasarkan Keputusan
Peraturan Perbekel nomor 5 tahun 2018.
- Disebutkan pula, bahwa Desa Pakraman diberi-
kan untuk mengelola pendapatan desa yang tertu-
ang dalam Peraturan Menteri nomor 21 tahun 2015.
“Jadi, upah pungut ini sudah masuk dalam aturan
menteri, Peraturan Perbekel dan SK Desa Pakraman
dan mulai berlaku di Bulan Maret 2018 lalu,” beber-
nya. Seperti dike¢tahui, Bendesa asal Dusun Kangin,
‘Jungut Batu ini ditetapkan sebagai tersangka kasus
dugaan pemerafan sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

~ Jungut Batu.

- pada, Kamis (13/9) lalu. Bahkan setelah enjalani

pemeriksaan, Bendesa Jungut Batu itu juga sempat
 ditahan hingga akhirnya mendapat penangguhan 9
~ hari kemudian atau pada Jumat (22/9).
- Penetapan tersangka Bendesa Jungut Batu ini
sendiri merupakan pengembangan dari OTT yang
. dilakukan terhadap I Made Swadhia ,.S*atditang-
kap, Swadhiaya yang mengaku suruhan Bendesa
Jungut Batu sedang melakukan pungli terhadap
salah satu perusahaan speed boat jurusan Sanur-
rez j .

Edisi Kamig, 32 TJenum 2019

‘Widjaja
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Hakim Izinkan Thiarta Lahiran di RS

Suaminyé Ikut Aj ilkan
Penahanan Kota

DENPASAR - Trio koruptor kasus
korupsi proyek biogas di Nusa Pen-

dida, Klungkung, mulai disidangkan ;

di Pengadilan Tipikor Denpasar, ke-
marin (2/1). Mereka yang menjalani
sidang pembacaan dakwaan adalah
anggota DPRD Klungkung, I Gede
Gita Gunawan,42, dan istrinya Thiarta
Ningsih, 35, yang menjabat direktur
utama (Dirut) CV Buana Raya sebagai

kontraktor proyek.

Terdakwa lainnya adalah I Made
Catur Adnyana, 56, eks Kabid Pengem-
bangan Kawasan Pedesaan Badan Pe-
merdayaan Masyarakat, Pemerintahan
Desa dan KB = '

$ » Baca Hakim... Hal 7

FEdisi

Kang . 3 Januan 2019

Hal. . 1.
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Radar Bali

untuk Komputer UN BK

EKA PRASETYA/ RADAR BALI

BERBASIS KOMPUTER: Dlsdlkpora Buleleng akan membeli komputer baru untuk
sekolah-sekolah sebagai persna  UNB

SINGARAJA - Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga (Disdikpora)
. Buleleng menyiapkan dana seban-
'yak Rp 6,5 miliar untuk pengadaan
komputer di SMP-SMP yang ada
di Buleleng. Komputer itu dibeli
untuk mendukung pelaksanaan
Ujian Nasional Berbasis Komputer
(UNBK). Apalagi, Disdikpora beram-
bisi 80 persen sekolah di Buleleng bisa
menyelenggarakan UNBK tahun ini.
Kepala Disdikpora Buleleng Gede
' Suyasa mengatakan, sekolah-sekolah
- yang akan menerima bantuan kom-
~ puter, harus memiliki ruangan labo-
k: ratonumkomputerleblh dulu. Selain
~itu sekolah juga harus menyediakan
* perangkat meubeler. Ditambah lagi
kondisi sinyal internet di lokas1 itu
harus stabil.
; Setelah dievaluasi, ternyata ada

tujun sekolan yang beium siap. Mulai
dari masalah gedung hingga sinyal.
Seperti SMPN 5 Busungbiu di Desa
Pucaksari, SMPN 3 Busungbiu di Desa
Sepang, dan SMPN 2 Busungbiu di
Desa Sepang. Ketiga sekolah itu urung
dapat bantuan komputer tahun ini,
gara-gara signal yang tak stabil. “Di
sana tidak ada signal, blank spot. Jadi
kalau ada komputer, lalu saat UNBK

- tidak ada signal, ya tidak bisa dipa-

kai.Makanya kami tunda dulu,” kata
Suyasa saat ditemui kemarin (2/1).
Alhasil kini pengadaan komputer
difokuskan pada sekolah-sekolah
yang sudah siap. Terutama di wilayah
perkotaan.Sebut saja SMPN 1 Sing-
araja yang mendapat bantuan 100
unit komputer. Selain itu ada SMPN 1
Seririt dan SMPN 2 Tejakulayangjuga
mendapatbantuan serupa. (eps/gup)
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Koruptor Lahan Tahum

Dlpen]ara Seta wun

DENPASAR - Terdakwa I Wayan
Sumadi, 58, yang terjerat kasus
korupsi penyertifikatan lahan taman
hutan rakyat (Tahura) Ngurah Rai,
di Banjar Perarudan, Ilmbaran,

lolos dari pidana penjara 1,5 tahun

sebagaimana tuntutan Iaksa Penuntut
Umum (JPU) Ke]ati Bali :

' Ini setelah ma]elis i]akxm yang
diketuai Engeliky Handajani Day di |
Pengadilan Tipikor Denpasar, hanya -

menjatuhi Sumadi pidana penjara
- selama satu tahun, Hukuman itu enam
i bulanleblhxendah ban

pidana denda Rﬁ

menjatuhkan subsider atau hukuman
pengganti denda selama empat bulan,
sementara JPU menuntutenam bulan.

" Diskon hukuman enam bulan itu
sontak langsung diterima terdakwa.
Begitu juga dengan penuntut
umum. Sebelumnya, JPU Kmenilai
perbuatan-terdakwa ini diatur

% tuntutan
- JPU Wayan Suardi "Menjatuhkan *
juta subsider
~ empat bulan penjara,” ujar hakim
} dalamamarputusannyalcemam((—l/l)
Hukumandendalmnomma!nya sama
dengan tuntutan JPU. Bedanya, hakim

dan dlancam dalam Pasal 13 UU
Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP. B"Memerintahkan terdakwa
untuk tetap berada di tahanan, dan
menghukum terdakwa dengan denda

{

ST ey o —

| ADRIAN SUWANTO/RADAR BALI

"»Terdakwa | Wayan Sumadi usai mendéngarkan putusan majelis hakim

sebesar Rp‘ 50 juta subsider enam
bulan kurungan,” imbuh JPU.
Jaksa juga menguraikan pertimbangar:
yangmemberatkan, antaralain perbuatan
terdakwa tidak mendukung upaya

Tumat , 4 Jonuan 2019
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'3;6" untu Perusda Jembrana

Daerah (Sekda) Iembrana
I Made Sudiada saat
asi mengenai
pemberhentian pegawai
karena Perusda Jembrana
bangkrut l¥angsung kaget.

irektur Perusda
Jembrana belum pernah
me*aporkan kondisi perusda.
“Kapan (pemecatan pegawai),
belum ada laporan dari

: perusda. iya belum tahu,”

Py m rin Ah kabupaten

Perusda semestinya

kondi: my dllaporkan

Perusda belum
pernah dilaporkan. “Tidak
ada?apdransamasekah Nanti
saya cek dulu ke kabag ekbang

*_(b ia per konomian dan
\~pem /' ujarnya.
‘Terpisah Ketua SPSI

Jembrana Sukirman
mengatakan, pemerintah
kabupaten selain sebagai
pemilik perusahaan, harus
berperan aktif menyelesaikan
masalah ini. ‘Terutama hak-
hak pegawai yang telah
|

=
lDlrektur Sebut
~ Nonjob dan Sudah | H |
. Surati Bupati »:p
R ssak Hak
| Pegawa1 Dlpecat
‘“ﬁIhpenuhl
T %tan pegawa1 Perusahaan
Daerah (Perusda) Jembrana, !
bahwa Direktur Perusda se- '
§.,  Wenang-wenang mengelola | |
~ perusahaan terbukti. Beberapa | TAK PUNYA PEGAWAL: Gedung dua
keputusan yang dikeluarkan dan BPR Jembrana yang tidak ada akti
direktur, ternyata tidak pernah | Jembrana yang melaporkan
disampaikan kepada pemer- | kepada dinas jika ada pegawai
intah kabupaten (Pemkab). | yangberhenti. Suratkeputusan
Padahal, secaralembaga, peru- | pemberhentian disampaikan.
sahaan tersebut milik pemer- [‘Belum ada sama sekali
intah kabupaten Jembrana. | (laporan) pembe henuan ¢
Bahkan, mengenai pember- | Jelasnya.
hentian pegawai tidak dilapor- ||Selain menge nai
kan kepada dinas terkait. pemberhentian pegawai,
Karena itu, mantan pegawai | Perusda Jembrana juga tidak
‘mendesakagar dilakukan audit  pernah melaporkan engenai
menyeluruh terhadap perusda | [perekrutan pegawai dan sistem
-‘Iemb_rana_, Bukan_ hanya perekrutan, serta er]anjlan ¥
mengenai pemberhentian Kerja yang diterapkan.
semua pegawai, tetapi semua |{Belum pernah sama sekali
keputusan dan aset yang |lpporan. Karenaitu armakan
ada di Jembrana. “Mengenai femanggil untuk
pemberhentian pegawai ini, j¢lasnya. .
: temyataﬁdakdllaporkanjuga Wartini menegaskan,
ke pemkab Jembrana,” kata ‘emberhentian yegawai
salah seorangmantan pegawai. Pmestinya menda pat hakr
~ Kepala Dinas Penanaman knya sesuai ya
Modal, Pelayanan Terpadu ¢ alam aturan per ndang-
Satu Pintu dan Tenaga Kerja undangan ketenaga kerjaan.
Jembrana Ni Nengah Wartini iantaranya gaji dan
mengatakan, mengenai Pgsangon. Apalagi, pegawai
pemberhentlan pegawal ang diberhentikan ebagian
tersebut, Perusda Jembrana besar dari adalah pegawai
belum pernah melapor ke lama yang statusnya pegawai
1 pihaknya. Semestinya, tetap. “Semestinya dapat hak
; pemberhentian pegawai ini P¢sangon. Tapi tergantung
}' dilaporkan. Seperti Perusahaan ~ pérjanjian kerjanya,” tegasnya.
‘ - Daerah Air Mmum (PDAM) Erementara itu, Sekretaris
_ S ————
Edisi gabtu , 6 Januan 2009 ‘ ’
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; gatakan,
pegawai perusda Jembran:
hﬁﬁ's’%&m obkan, bukan |

| kerja (PHK). Keputusan

G okmome nonjob pegawai tersebut
¥ - karena tidak ada bidang

= ~ || usaha lagi|/di Perusda
: P *mbrana danjuang yang bisa

~ Bukan PHK, hanya

- ___honjob. Karena

‘menghasilkan pendapatan

- untuk operasional dan gaji

b L e e NGRS | . pegawai. Kar na statusnya
i Mdak ada pekerjaan. | 1onjob, menu, tWijaya tidak
 Sudah bersurat | - ada kewajiban melaporkan
~ kepada bupati, kepada dinas terkait. “Bukan ||
| tertanggal surat 1" iACh 0% tprkalt. Bukan |
b dikelisarkan® | PHK, hanya nonjob.Karena :
ronish Assieroant il Bdek ads deteriaia | |- §
¥ ! {

|

i

i &

. dalihnya, |
- Mengenai surat keputusan |

1 Gusti Kade Kusuma
L AT \waya TRy
Direktur Perysda Jembrana

nonjob pegawai, lanjutnya, .
1 | + disampaikan kepada bupati | |
diberhentikan oleh direktur - setelah ada lkeputusan :
Perusda Jembrana sec I nonjob. Keputusan tersebut t
Ian , an | ) 1] 500
satu untuk BPR Jembrana. |Pegawai yang diberhentikan i
Namun Perusda Jembrana [tanpagajidanpesangon. (ba |
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Batal Dihapus, Trans Sarbaglta Digratiskan

Khusus untuk Pelajar
- dan Mahasiswa.
DENPASAR - Gubernur Bali Wayan

Oka Artha Ardhana Sukawati alias
Cok Ace memberikan pidato akhir
tahun 2018 dan menyambut tahun
baru 2019 di Ksirarnawa, Art Centre
’kemarin (31/12). [a membeberkan
sejumlah program yang dicanang-
kan dalam APBD Bali Tahun 2019.
Salah satunya adalah angkutan Trans
Sarbagita yang sempat diwacanakan

" akan dihap s Koster,

- Koster dan Wakil Gubernur Tjokorda -

Di hadapan para undangan ; ang
berasal dari seluruh kepala daerah,
kepala lembaga y'ang".ada-‘d_i‘B'éf

, idang transportasi pada
" tahun 2019 masih mencantumkan

ya Koster m
itu sebagai ide konyol. :
i wacana yang dilon-

~ Koridor 1 (GOR Ngurah Rai r'neni.}tjué_

pejabat lainnya, Koster menyebut-

GWK PP) dan Koridor 2 (Tohpati

menuju Nusa Dua PP). Ketentuan

i akan berlaku mulai tanggal 2

Januari 2019. “Nyari uang tidak di

situ (Trans Sarbagita) tempatnya.

Sempalan (sekalian) digratiskan.

Kasian anak-anak,” tukasnya.

Secara umum, ia membeberkan
“belanja dalam Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Daerah (APBD) Bali
Tahun 2019 yang mencapai 6,834
Triliun. Anggaran sebesar itu dirinci .
dalam beberapa program, antara lain
bidang pangan, sandang dan papan,

‘ |

| !

_dengan pagu anggaran Rp 104 Miliar,
program bidang kesehatan dengan
pagu ang§aran Rp 687 miliar atau
sekitar 12,

- “Bidang kesehatan ini menuju 95
persen Universal Health Coverage
atau UHC dengan format Jaminan
Kesehatan Nasional Krama Bali
Sejahtera (JKN-KBS) bekerjasama
dengan kabupaten/ kota se-Bali,
dengan anggaran Rp 343,626 miliar
yang ditanggung provinsi sebesar

_ Rp 170,468 miliar dan Kabupaten se-

Bali sebesar Rp173,159 miliar (di luar

Denpasar dan Badung),” jelasnya.

4persen daritotal belanja,

Dari dana itu di antaranya akan
dipakai unt
an jalan singkat (shortcut) ruas
Mengwitani-Singaraja sebesar Rp
200 miliar. Juga akan dipakai un-

anggaran se‘E;esar Rp 540 miliar.

ik pembebasan lah-

pura terbesar di Bali itu.

tukmembuat bioskop di kawasan
Pura Besakih. Bioskop ini untuk
memutar film atau video sejarah
Besakih serta kegiatan upacara di

“Kami siapkan gedung bioskop
apa itu Pura Besakih, sejarahnya
siapa yang mendirikan, upakara-
nya,” jelasnya.. R

Nah, program bidang teknologi
dan informasi juga akan mendapat
gelontoran dana untuk layanan Wifi
gratis di 2000 titik untuk semua desa
adat(1.493), puskesmas, obyek wisa-
ta dan SMA/SMK se-Bali. (feb/yor)

! !
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¢ JPU Pantau Kondi
Istri Anggota DPR

@ Tersangka Korupsi Blogas di Nysa Penida

SEMARAPURA TRI-
BUNBALI - Pihak kejaksaan
negeri Klungkung telah me-
limpahkan berkas perkara
tiga tersangka kasus dugaan
korupsi pengadaan intalasi
biogas di Nusa Penida tahun
2014 ke Pengadilan Tipikor
Denpasar. Kini ketiga ter-

sangka yakni anggota DPRD

Klungkung, I Gede Gita Gu-

nawan dan istrinya, Tiarta

Ningsih, serta oknum PNS di

Pemkab Klungkung, I Made

Catur Adnyana tinggal me-
nunggu jadwal persii

“Berkas ketiganya sudah

kami hmpahkam ke Peng-
adilan Tipikor belum lama

ini. Bearti tinggal menunggu

jadwal persidangan,” ungkap
Kasi Pidsus Kejari Klung-

kung, Gusti Ngurah Anom
Sukawinata, Selasa (1/1).
Saat persidangan nanti,

setidaknya Kejari Klungkung
akan melibatkan 10 jaksa

untuk mengawal proses per-

adilan ketiga tersangka di
Pengadilan Tipikor. :

Terkait dengan kondisi

Tiarta Ningsih yang tengah

hamil tua, Jaksa Penuntut .

Umum pun akan tetap me-
mantau kondisinya. Jika
melahirkan saat dalam masa

e e - ~
e i e S

proses pengadilan, kon si-
nya pun akan dises :

“Nanti kalau melahirkan,
ada 5uratnya Nanti proses
hukum disesuaikan bisa ha-
dir atau tidak. Kami dari JPU
pasti melakukan peman
lan 3 hari sebelum sid, g,
ungkapnya.

Sementara sebelumnya
dua tersangka Gede Gita
Gunawan dan Tiarta Ning-

- sih sudah menitipkan uang

pengganti kerugian negara

4 m'NsALl/EKA,mTAsummA ]

 GUSTI NGURAH ANOM SUKAWINATA

kepada Kejaksaan Negeri
Klungkung sebesar senilai
Rp 792.912.654. Uang itu
lalu dititipkan di Rekening
Kejari Kl :

- Menurut Gusti Ngurah
Anom, hal ini dapat menjadi
pertimbangan jaksa untuk

menyusun tuntutan saat di

persidangan nanti. “Titipan
ini artinya mereka sudah ada
itikad baik untuk mengem-
balikan kerugian negara,” je-
las Gusti N; Anom. (mit)




